
BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 7OO / Lrl TAHUN 2OL9

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Menimbang

Mengingat

BUPATI DEMAK,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ot6 tentang
Satuan T\rgas Sapu Bersih Pungutan Liar, telah ditetapkan
Keputusan Bupati Demak Nomor l8O / 17 Tahun 2Al7
tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan
Liar Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten
Demak beserta perubahannya;

b. bahwa dalam rangka peningkatan koordinasi, sinkronisasi
dan efektifitas dalam pelaksanaan program keda
pemberantasan pungutan liar di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak, Keputusan Bupati Demak Nomor L9O l17
Tahun 2017 beserta perubahannya perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan
Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2AO4 tentang Tentara

Nasional Indonesia;



6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan
T\rgas Sapu Bersih Pungutan Liar;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang
Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini.

KEDUA Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud
Diktum PERTAMA, mempunyai tugas melaksanakan
pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien
dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan
ke{a, dan sarana prasarana.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar
menyelengarakan fungsi:
a. intelijen;
b. pencegahan;
c. penindakan; dan
d. yustisi.



KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar
mempunyai wewenang:
a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan

pungutan liar;
b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari

Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah, Masyarakat
dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan
teknologi informasi;

c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan
operasi pemberantasan pungutan liar;

d. melaksanakan operasi tangkap tangan;
e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan

kementerian/Lembaga/instansi serta kepada Pemerintah
Daerah untuk memberi sanksi kepada pelaku pungutan
liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. melakukan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan
liar.

KELIMA Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud
Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya,
bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksalaannya
kepada Bupati.

KEENAM Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Demak Nomor l8O/17 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Satuan T\rgas Sapu Bersih Pungutan Liar
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 180/178
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Bupati Demak Nomor 708/17 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Satuan T\rgas Sapu Bersih Pungutan Liar
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten
Demak, dicabut dan dinyatalan tidak berlaku.

KETUJUH

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI DEMAK,

HM. IR



I.AMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 7OA I 111 TAr-rUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

NO KEDUDUKAN DALAM UNIT JABATAN DALAM INSTANSI

1 PENGENDALI/ PENANGGUNG
JAWAB

1. BUPATI DEMAK
2. WAKIL BUPATI DEMAK

2 PENASEHAT 1. KEPAI-A KEPOLISIAN RESOR DEMAK

2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DEMAK

3. KOMANDAN DTSTRTK MTLTTER O7L6/
DEMAK

4. KEPAI.A KEJAKSAAN NEGERI DEMAK
5. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DEMAK
3 PELAKSANA

KETUA
WAKTL KETUA I
WAKIL KETUA II

WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR DEMAK
INSPEKTUR KAE}UPATEN DEMAK
KEPALA SEKSI INTELIJEN KE.IAKSAAN
NEGERI DEMAK

4 SEKRETARIAT

KETUA SEKRETARIAT

WAKIL KETUA SEKRETARIAT

ANGGOTA:

KEPAL,A SEKSI PENGAWAS PADA
KEPOLISIAN RESOR DEMAK
SEKRETARIS INSPEKTORAT KAIIUPATEN
DEMAK
1. KEPAI"A BAGIAN HUBUNGAN

MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH
2. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN

KEUANGAN PADA INSPEKTORAT
KAE}UPATEN DEMAK

3. STAF SEKSI PENGAWAS PADA
KEPOLISTAN RESOR DEMAK

4. STAF BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH KAEIUPATEN
DEMAK

5 KELOMPOK KER.IA UNIT I
IINTELIJEN)
KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA:

KEPALA SATUAN INTELIJEN KEAMANAN
PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK
KEPAI-A SEKSI PTDANA KHUSUS PADA
KEJAKSAAN NEGERI DEMAK
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV PADA
INSPEKTORAT KAI}UPATEN DEMAK
1. INTELIJEN KOMANDO RESOR MILITER

PADA KOMANDO DISTRIK MILITER
0716/DEMAK



2. KEPAI"A SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN PADA
KABUPATEN DEMAK

3. AUDTTOR/P2UPD PADA
KABUPATEN DEMAK

UMUM DAN
INSPEKTORAT

INSPEKTORAT

6 KELOMPOK KEzuA UMT II
(PENCEGAHAN)

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA:

KEPALA BAGIAN OPERASIONAL PADA
KEPOLISIAN RESOR DEMAK
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN DEMAK
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK
1. KEPAI"A SEKSI PIDANA UMUM PADA

KE.IAKSAAN NEGERI DEMAK
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN DEMAK
3. BADAN INTELIJEN NEGARA DI DAERAH

KAE}UPATEN DEMAK
4. AUDITOR/ P2UPD PADA INSPEKTORAT

KABUPATEN DEMAK
7 KELOMPOK KER.IA UNIT TII

{PENINDAKAN/YUSTISI}
KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA:

KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRTMINAL
PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK
PERWIRA SEKSI INTELIJEN PADA KOMANDO
DISTRIK MTLTTER 07 16/DEMAK
INSPEKTUR PEMBANTU IMIIAYAH II PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK
1. KEPAIA SATUAN POLISI PAMONG PRA.IA

KABUPATEN DEMAK
2. KEPAI,A URUSAN PEMBINAAN

OPERASIONAL SATUAN RESERSE DAN
KRIMINAL PADA KEPOLISISAN RESOR
DEMAK

3. INSPEKTUR PEMBANTU WII,AYAH I PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

4. KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN
PEI,APORAN PADA INSPEKTORAT
I(ABUPATEN DEMAK

5. KEPAI"A SEKSI PROFESI DAN
PENGAMANAN PADA KEPOLISIAN RESOR
DEMAK

6. KEPALA UNIT TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA KEPOLISIAN RESOR DEMAK

7. AUDITOR/P2UPD PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,


